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Abstract 
This research analyzes the regulation and practice of Deed of Release of Land Rights in the transfer of land rights for private companies before and after the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021. The main issue examined is the legal uncertainty arising from the use of traditional land ownership evidence, such as girik, letter C, petok D, and other informal documents, in the process of releasing land rights. This study applies an empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data are obtained through interviews with relevant parties, while secondary data are collected from legislation, legal literature, journals, and related legal documents. The findings show that before Government Regulation Number 18 of 2021, the Deed of Release of Rights could still be made based on traditional ownership evidence without prior land certification, making the process faster but vulnerable to disputes. After the regulation, such evidence no longer serves as independent proof of ownership and only functions as an indication for first-time land registration. Consequently, landowners must first convert their land rights into certificates before releasing the rights to private companies. This change strengthens legal certainty but also creates longer procedures, higher costs, and different implementation practices among Land Offices.
Keywords: Deed of Release of Rights, Transfer of Land Rights, Private Companies, Legal Certainty.
Abstrak 
Penelitian ini menganalisis pengaturan dan praktik pembuatan Akta Pelepasan Hak dalam proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan swasta sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakpastian hukum akibat penggunaan bukti kepemilikan tanah lama, seperti girik, letter C, petok D, dan dokumen sejenis lainnya, dalam proses pelepasan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen hukum pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum PP Nomor 18 Tahun 2021, Akta Pelepasan Hak masih dapat dibuat berdasarkan bukti kepemilikan lama tanpa keharusan sertipikat, sehingga prosesnya lebih cepat tetapi rentan menimbulkan sengketa. Setelah PP Nomor 18 Tahun 2021, bukti lama tidak lagi berkedudukan sebagai alat bukti kepemilikan yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah pertama kali. Akibatnya, pemilik tanah harus terlebih dahulu melakukan konversi hak hingga terbit sertipikat sebelum pelepasan hak dilakukan. Perubahan ini memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan prosedur yang lebih panjang, biaya lebih besar, dan perbedaan implementasi antar-Kantor Pertanahan.  

Kata kunci Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak Atas Tanah, Perusahaan Swasta, Kepastian Hukum


A. Pendahuluan
Tanah memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama bagi kegiatan investasi dan operasional perusahaan swasta. Seiring pertumbuhan sektor industri, perumahan, dan infrastruktur, kebutuhan perusahaan swasta akan tanah terus meningkat. Dalam pelaksanaannya, perusahaan swasta umumnya memperoleh tanah melalui transaksi jual beli dengan masyarakat. Hukum agraria Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah wajib dilakukan secara tertib dan didaftarkan agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.[footnoteRef:1] Sistem Pendaftaran Tanah mewajibkan pencatatan setiap peralihan hak di kantor pertanahan agar sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Meskipun demikian, masih banyak tanah yang diperjualbelikan belum memiliki sertifikat, misalnya tanah girik, letter C, petok D, atau bentuk penguasaan tanah lain yang belum tercatat dalam sistem pendaftaran tanah nasional. [1:   Atie Olii and Godlieb N Mamahit. “Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” Lex Privatum Vol.VI, no. 1 (2018): 20. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19431 ] 

Secara normatif, UUPA mengatur bahwa badan hukum swasta tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Oleh karena itu, dalam praktiknya pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak, di mana pemilik tanah melepaskan haknya terlebih dahulu sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara, kemudian perusahaan swasta mengajukan permohonan hak baru sesuai dengan hak-hak penguasaan tanah dalam Pasal 16 UUPA, seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai. Mekanisme ini umumnya dilakukan melalui pembuatan akta  atau  surat  pernyataan  pelepasan  hak  yang  dibuat secara  notariil  di  hadapan  notaris atau  di  depan  pejabat  yang berwenang  seperti  Camat  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan setempat, khususnya terhadap tanah yang belum bersertifikat.[footnoteRef:2]  [2:  Halo JPN. “Bagaimana Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah?.” https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-ADJN (diakses April 14, 2026)] 

Faktanya, berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika terjadi pelepasan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Kompleksitas persoalan ini semakin bertambah seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP Nomor 18 Tahun 2021). Aturan tersebut mengutamakan keteraturan administrasi pertanahan, penguatan sistem pendaftaran tanah, serta penegasan bahwa negara memegang kewenangan dalam pemberian hak atas tanah. Tujuannya adalah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui administrasi pertanahan yang baik. Di samping itu, negara hanya akan memberikan hak atas tanah setelah melakukan verifikasi data fisik dan yuridis secara lebih ketat kepada pemohon. Tanah yang belum bersertifikat pada umumnya memiliki kelemahan, seperti sulitnya membuktikan kepemilikan, tidak dapat diprosesnya permohonan hak baru, batas-batas lahan yang tidak jelas, serta rawan terjadinya sengketa dengan pihak lain. Akibatnya, kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh perusahaan swasta menjadi tidak terjamin. 
Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Rolan Napitupulu dan Agus Sarono pada tahun 2022, yang berfokus pada mengetahui proses pembuatan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan atas jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah.[footnoteRef:3] Penelitian oleh Muh Bangsu dan Sukendah pada tahun 2022, yang berfokus pada pembuktian jual beli hak milik atas tanah belum bersertifikat.[footnoteRef:4] Penelitian oleh Mohamad Da’i Efendi pada tahun 2020, yang berfokus pada pendaftaran dan penguasaan tanah hak di Indonesia yang belum bersertifikat.[footnoteRef:5] Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada perbedaan pengaturan jual beli tanah khususnya untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak baik sebelum dan setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, jadi tidak berfokus pada jual beli tanah sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 seperti pada penelitian sebelumnya.  [3:  Napitupulu, Rolan, and Agus Sarono. "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak." Notarius 15, no. 1 (2022): 147-157. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46031 ]  [4:   Bangsu, Muh, and Sukendah. “Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Melalui Jual Beli Yang Berkepastian Hukum”. Jurnal Legisia 12, no. 2 (2022): 34-45. https://doi.org/10.58350/leg.v14i1.158 ]  [5:   Efendi, Mohamad Da’i. “Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat”. Notaire 3, no. 3 (2020): 381-404. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22834 ] 

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan swasta sebelum dan sesudah PP Nomor 18 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dalam hal tanah tersebut belum bersertifikat dengan membandingan aturan lama dan aturan baru mengenai pendaftaran tanah. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu 
1. Bagaimana perbandingan pengaturan dan praktik pembuatan Akta Pelepasan Hak dalam proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan swasta sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021? 
2. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan kebijakan pembuatan Akta Pelepasan Hak terhadap kepastian hukum peralihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan swasta?


B. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik terkait pelepasan hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk kepentingan perusahaan swasta setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kedudukan bukti kepemilikan lama, mekanisme pengakuan hak, serta prosedur pembuatan Akta Pelepasan Hak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis untuk memahami penerapan norma hukum oleh Kantor Pertanahan, notaris, pemilik tanah, dan perusahaan swasta. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti UUPA, PP Nomor 18 Tahun 2021, peraturan pelaksana di bidang pertanahan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, kemudian menilai konsistensi, kesenjangan, dan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum peralihan hak atas tanah bagi perusahaan swasta.
 
C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Pengaturan dan Praktik Pembuatan Akta Pelepasan Hak dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Sebelum dan Sesudah Berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021
Praktik jual beli tanah dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar budaya dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA, hukum tanah nasional bersumber dari hukum adat dikenal dengan nama “ Jual Lepas”, sehingga konsepsi, asas-asas, lembaga, dan sistem hukum adat menjadi rujukan utama dalam memahami setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.[footnoteRef:6] Dalam hukum adat, jual beli tanah harus memenuhi syarat terang, tunai, dan riil. Terang artinya dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, tunai artinya dibayarkan secara tunai, dan riil artinya jual beli dilakukan secara nyata.[footnoteRef:7] Praktik jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah, yang dalam hal ini peralihan hak atas tanah dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Jual beli telah terjadi sejak adanya kesepakatan. Jika pemahaman ini dikaitkan dengan peralihan hak atas tanah, maka ada satu pihak yang menyerahkan tanahnya kepada pihak lain dengan membayar harga yang telah disepakati.[footnoteRef:8] [6:   Karel V. H. Baransano, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani Di Kabupaten Jayapura," Socius: Jurnal Penelitian Sosial 2, no. 5 (2024), https://doi.org/10.5281/zenodo.15703514.]  [7:  Urip Santoso, “Pembuktian Pemindahan Hak Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah: Analisis Keabsahan Syarat Materiil dan Formal”, PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 31.1 (2026): 1-11. https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.952]  [8:  Bima Setoaji, Sulistyandari, dan Siti Kunarti, “Validity of Land Rights Transfer Based on Debt with Collateral of Land Certificate under Indonesian Law,” Problems of Legality 1, no. 160 (2023): 288, http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/269672 ] 

Perusahaan swasta yang memerlukan tanah untuk pengembangan usaha seringkali melakukan peralihan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli. Namun, apabila yang akan dibeli merupakan tanah hak milik, maka mekanismenya berbeda dengan jual beli tanah hak milik antara perorangan yang dapat langsung dilakukan jual beli dengan Akta Jual Beli. Terdapat mekanisme yang berbeda apabila perusahaan swasta akan membeli suatu tanah hak milik. Karena dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, badan hukum seperti perusahaan swasta dapat memiliki hak atas tanah namun hanya terbatas, yaitu berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA.[footnoteRef:9] Oleh dasar ketentuan tersebut perusahaan swasta tidak langsung dapat membeli suatu tanah hak milik, karena akan terbentur dengan syarat materiil bahwa perusahaan swasta tidak dapat menjadi subjek pemegang Hak Milik Atas Tanah. Maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan Pelepasan Hak terlebih dahulu oleh pemegang tanah hak milik tersebut. Dalam mekanisme ini terdapat salah satu instrumen penting dalam proses peralihan hak dari perorangan kepada perusahaan swasta adalah Akta Pelepasan Hak (APH), yang berfungsi memutuskan hubungan hukum pemilik tanah dengan tanahnya sehingga tanah kembali menjadi tanah negara sebelum dimohonkan oleh perusahaan. Selain itu, dalam APH juga terdapat unsur penting yaitu ganti kerugian yang diberikan perusahaan swasta yang memerlukan tanah tersebut kepada pihak yang melepaskan hak atas tanahnya. Sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, pengaturan dan praktik pembuatan APH untuk kepentingan perusahaan swasta mengalami perubahan fundamental, terutama terkait status bukti kepemilikan tanah yang masih belum bersertifikat. [9:   Fatma Afifah, Fikri Hadi, Farina Gandryani, “ Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 3(2), 115-127. https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.326] 

Tanah yang belum bersertifikat berarti hak atas tanah tersebut belum terdaftar secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah nasional hal ini berakibat dasar kepemilikan hak milik bagi pihak penjual tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini sejalan dengan prinsip nemo plus juris bahwa seseorang tidak dapat memindahkan hak yang lebih besar daripada hak yang dimilikinya. Apabila penjual hanya memiliki tanah berdasarkan bukti lama seperti girik, petuk, pipil, letter C, dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka hak yang dialihkan kepada pembeli (perusahaan swasta) juga bersifat tidak sempurna dan rentan terhadap sengketa di kemudian hari.
Pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, terjadi perubahan fundamental terhadap status bukti kepemilikan tanah lama seperti girik, petuk, pipil, letter C, dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021, seluruh alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak PP tersebut berlaku, yaitu sejak tanggal 2 Februari 2021 hingga 2 Februari 2026. Dengan demikian, setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 spesifik dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengharuskan tanah adat didaftarkan dalam tenggang waktu lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Jika kewajiban administratif ini tidak dipenuhi, maka tanah adat tersebut berpotensi kehilangan statusnya sebagai tanah adat.[footnoteRef:10]  Satu-satunya bukti kepemilikan yang sah setelah tanggal tersebut hanyalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).[footnoteRef:11] Akibat yang dapat ditimbulkan berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh  [10:  Taufikur Rohman, "Dilema Hukum Dan Keadilan: Kajian Yuridis Atas Rencana Penghapusan Tanah Adat Di Indonesia Tahun 2026," Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.1057.]  [11:  Faizah Nurina, "Kepastian hukum kepemilikan tanah bekas hak adat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2021," Proceeding Universitas Gadjah Mada Notary Law Conference And Call For Paper 1 (2022): 1-20, http://karya.brin.go.id/d/eprint/33366/] 

Pelepasan hak atas tanah merupakan suatu tindakan hukum di mana seorang pemegang hak, baik perorangan maupun badan hukum, secara sukarela memutuskan hubungan hukumnya dengan tanah yang dikuasainya, yang mengakibatkan tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.[footnoteRef:12] Tindakan ini secara fundamental diatur dalam Pasal 27 UUPA, yang secara tegas menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat hapus karena "penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya".[footnoteRef:13] Dengan kata lain, pelepasan hak adalah salah satu dari lima cara hapusnya hak milik yang diakui dalam UUPA, yang mencerminkan adanya hak negara untuk menguasai tanah dan hak individu untuk melepaskannya demi kepentingan yang lebih luas. [12:  Azkia Rihadatul Aisy. “Legal Certanity Of Land Disputes: Differences In The Assessment Of Evidence Of Realease Of Rights Between The Court Of Appeal And Cassation (Study Of Decision No 292 PDT 2018 PT.DKI And Decision No 212 K PDT 2020)” Semarang State University Undergraduate Law and Society Review 5 (2): 1466-86. (2025)  https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25714.]  [13:  Delvebbert A.P Omp,. Ronald Mawuntu,Harly Stanly Muaja “ Perampasan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Atau Swasta Terhadap Masyarakat Pemilik Hak Guna Usaha “ Lex_crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: 14 ( 3)  (2025).] 

Secara lebih mendalam, konsep pelepasan hak dalam hukum pertanahan Indonesia memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, bahwa setiap pelepasan hak atas tanah pasti didasari oleh suatu sebab yang jelas, dan prosesnya harus selalu diikuti dengan pemberian ganti rugi yang adil sebagai kompensasi. Lebih lanjut, dari sudut pandang yuridis normatif, pelepasan hak atas tanah meliputi banyak aspek seperti, pelepasan hak atas tanah dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak, pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta maupun pelepasan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Sebuah instrumen yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan hukum, termasuk untuk keperluan perusahaan swasta.
Mengenai kedudukan hukumnya, APH merupakan instrumen hukum yang dibuat di hadapan notaris  sebagai bukti pelepasan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang bersangkutan, demi kepentingan pihak lain termasuk perusahaan swasta.[footnoteRef:14] APH adalah akta otentik yang dibuat dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah kembali menjadi milik negara untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. APH memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sekaligus berfungsi sebagai dasar untuk penghapusan hak lama dan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.[footnoteRef:15] Akta ini termasuk sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah, sehingga di dalamnya berlaku syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  [14:   Dina Astagina, "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dibuat oleh Notaris/PPAT" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021).]  [15:   Al-Halim Marsa Putra, "Kedudukan Akta Pelepasan Tanah yang Dibuat Dihadapan Notaris untuk Pengadaan Tanah Kelurahan Asera Kecamatan Asera oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tenggara" (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).] 

Sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, pengaturan mengenai akta pelepasan hak atas tanah masih tersebar dalam beberapa peraturan. Landasan utamanya adalah UUPA yang mengatur hapusnya hak atas tanah, yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai aturan pelaksana. Pada masa itu, pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, yaitu: (1) dengan akta notaris; (2) dengan surat keterangan dari pemegang hak yang dibuat di depan dan disaksikan oleh camat setempat; atau (3) dengan surat keterangan serupa yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Di antara ketiganya, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik, sedangkan dua bentuk lainnya memiliki kekuatan lebih rendah namun tetap diakui secara hukum. Secara umum, prosedur pelepasan hak dimulai dari persiapan dokumen oleh pemilik tanah, kemudian pembuatan akta atau surat pelepasan di hadapan pejabat berwenang, lalu pendaftaran oleh pihak yang membutuhkan tanah ke Kantor Pertanahan, dan diakhiri dengan penerbitan hak baru berupa sertifikat atas nama pemohon.
Yang perlu ditekankan, sebelum PP Nomor 18 Tahun 2021 berlaku, pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melalui proses konversi ke sertifikat terlebih dahulu. Hal ini dimungkinkan karena PP Nomor 24 Tahun 1997 maupun Permen ATRBPN Nomor 3 Tahun 1997 tidak mensyaratkan bahwa tanah yang hendak dilepaskan harus sudah bersertifikat. Dengan demikian, bukti kepemilikan lama seperti Letter C, girik, atau petok D masih diakui sebagai alas hak yang sah untuk melakukan pelepasan hak, baik melalui akta notaris, surat keterangan dihadapan camat, maupun surat keterangan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan. 
Pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 mulai berlaku, yang secara bertahap mendorong kepastian hukum dengan mempersyaratkan konversi ke sertipikat hak tanah terhadap bukti-bukti kepemilikan lama karena sertipikat sendiri merupakan bukti terkuat.[footnoteRef:16] Perubahan fundamental ini tercermin dalam Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021, yang secara tegas menyatakan bahwa alat bukti tertulis hak lama tidak lagi berlaku sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah, melainkan hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali. Dengan kata lain, dokumen-dokumen seperti Letter C, girik, petok D, atau bukti tertulis lainnya tidak lagi dapat berdiri sendiri sebagai alas hak untuk melakukan pelepasan hak atau perbuatan hukum pertanahan lainnya. Pemilik tanah yang masih memegang bukti kepemilikan lama diwajibkan untuk melakukan konversi melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kebijakan ini sekaligus memperkuat peran Pemerintah Desa dalam proses verifikasi bukti kepemilikan lama serta mendorong integrasi data pertanahan secara digital. pelaksanaan pelepasan hak dipertegas pula dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak atas tanah setelah PP Nomor 18 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 183 Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan menjadi tanah negara diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan. Dengan demikian, ketentuan ini memperkuat keharusan adanya sertifikat sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses pelepasan hak.  [16:  Ekiawan, Muhammad Alrizky, dan Teddy Lesmana. “Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia (Studi Di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi).” Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 3 (2023):274-82. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i3.367 ] 

Pejabat yang berwenang menurut pasal ini meliputi notaris, camat, atau Kepala Kantor Pertanahan. Meskipun camat masih disebut sebagai salah satu pejabat yang berwenang, dalam praktik untuk kepentingan perusahaan swasta, penggunaan camat sangat tidak disarankan karena surat keterangan yang dikeluarkan camat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan akta notaris. Apalagi, karena syarat sertipikat sudah wajib, maka proses yang paling memungkinkan dan memberikan kepastian hukum adalah pembuatan akta pelepasan hak di hadapan notaris, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertipikat asli ke Kantor Pertanahan. Pasal 183 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa apabila hak dilepaskan hanya sebagian, maka harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu atas bagian tanah yang akan dilepaskan. Selanjutnya, pelepasan hak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak oleh pemegang hak, dan berdasarkan pernyataan tersebut Kepala Kantor Pertanahan mencatat pelepasan hak dalam sertipikat, buku tanah, dan daftar umum lainnya. Jika sertipikat tidak diserahkan secara sukarela, Pasal 183 ayat (6) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mekanisme pengumuman melalui website Kementerian, surat kabar harian setempat, atau media lainnya selama 30 hari kalender. Dengan demikian, Permen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 memberikan landasan prosedural yang jelas dan terperinci bagi pelaksanaan pelepasan hak pasca PP Nomor 18 Tahun 2021, yang harus dipatuhi oleh perusahaan swasta maupun pemilik tanah. 
Sebagai konsekuensi dari keharusan bersertifikat PP Nomor 18 Tahun 2021, pemilik tanah yang masih memegang bukti lama harus melakukan pendaftaran tanah pertama kali. Proses ini memerlukan surat pernyataan penguasaan fisik yang memenuhi persyaratan tertentu (antara lain penguasaan minimal 20 tahun, itikad baik, dan dua orang saksi dari lingkungan setempat), sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.  Apabila penjual adalah perorangan yang ingin menjual tanah  yang belum bersertifikat, maka harus dibuatkan pengakuan hak terlebih dahulu. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan administratif yang krusial untuk memberikan kepastian hukum. Permohonan pengakuan hak wajib dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon yang dibuat di atas materai cukup, dengan isi pernyataan yang bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Setelah pemilik tanah yang belum bersertifikat berhasil melakukan konversi hak melalui mekanisme pengakuan hak dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 dan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM), langkah selanjutnya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta adalah pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan menjadi tanah negara.

2. Implikasi Hukum Perbedaan Kebijakan Pembuatan Akta Pelepasan Hak terhadap Kepastian Hukum Proses Peralihan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan Swasta
Orientasi pendaftaran terhadap tanah bekas adat menggunakan aturan lama yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilakukan konversi sebagai kepastian terhadap legalitas kepemilikan tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis maupun keterangan lain dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah dari konversi hak-hak lama. Menandakan bahwa PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum tanah dengan menggunakan bukti alas hak atas tanah bekas milik adat. Dengan bukti tersebut, Pemberi kebijakan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas terhadap tanah yang belum sah secara hukum dengan dimudahkan untuk mendapatkan kepastian terhadap tanah yang dimiliki. Diproyeksikan berupa aturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan memberikan kejelasan terhadap tanah yang belum bersertipikat. 
Setelah diundangkan PP Nomor 18 Tahun 2021, mewajibkan pemilik tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan tanahnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Apabila setelah kurun waktu 5 tahun tanah bekas milik adat tersebut belum didaftarkan, maka alat bukti tertulis tanah milik adat tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan pembuktian hak atas tanah dan hanya dapat digunakan sebagai “penunjuk”.  Dengan begitu, masyarakat diberikan kewajiban untuk memberikan legalitas tanah yang dimilikinya agar memberikan ruang aman bagi pemilik tanah. 
Disisi lain, Pasal 76A ayat (4) Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, khususnya pemberlakuan aturan pada Bulan Februari Tahun 2026 terhadap regulasi pendaftaran tanah memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran tanah selama kurun waktu 5 tahun, dengan membuat surat pernyataan pengakuan hak tersebut harus menyatakan secara tegas lima hal berikut, yaitu :
1. Kepemilikan eksklusif  yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan statusnya merupakan tanah bekas hak adat, bukan tanah negara.
2. Penguasaan fisik minimal 20 tahun  menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau pendahulunya.
3. Itikad baik dan keterbukaan menyatakan bahwa penguasaan tanah dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Unsur itikad baik meliputi: secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu, serta memperoleh tanah dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak ada keberatan kreditur menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah tersebut dijadikan jaminan utang.
5. Bukan aset pemerintah/BUMN/BUMD dan bukan kawasan hutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan tidak berada dalam kawasan hutan.
Selain kelima pernyataan materiil di atas, surat pernyataan penguasaan fisik harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan, dengan ketentuan:
1. Disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam hubungan vertikal (orang tua/anak) maupun horizontal (saudara). Para saksi harus menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut.
2. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya.
Sebagai konsekuensi dari keharusan bersertifikat pasca PP 18/2021, pemilik tanah yang masih memegang bukti kepemilikan lama (seperti girik, letter C, petok D, pipil, kekitir, atau Verponding Indonesia) wajib melakukan pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi ke sertipikat melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 76A Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021. Proses ini menjadi prasyarat mutlak sebelum akta pelepasan hak dapat dibuat untuk kepentingan perusahaan swasta. Berikut merupakan tahapan untuk dilakukanya Jual Beli Tanah menggunakan akta pelepasan hak pasca berlakunya PP 18 tahun 2021 : 
Pertama, pemilik tanah harus mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan setempat dengan melengkapi persyaratan administratif, antara lain: mengisi formulir permohonan di atas materai cukup, melampirkan fotokopi identitas pemohon (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, menyertakan bukti kepemilikan lama (girik, letter C, atau petok D), melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, serta membuat surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik oleh pemohon. Bukti kepemilikan lama yang diajukan hanya berfungsi sebagai petunjuk awal (bukan sebagai alas hak yang berdiri sendiri), sehingga pemilik tanah juga harus membuktikan penguasaan fisiknya secara nyata.
Kedua, pembuktian penguasaan fisik ini menjadi elemen kunci dalam mekanisme pengakuan hak. Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus selama 20 tahun atau lebih dengan itikad baik, yang didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Selain itu, Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 Pasal 76A ayat (4) mensyaratkan adanya surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon yang dibuat di atas materai cukup, dengan isi pernyataan yang memuat lima hal kumulatif: kepemilikan eksklusif (tanah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan merupakan tanah bekas hak adat, bukan tanah negara); penguasaan fisik minimal 20 tahun secara berturut-turut oleh pemohon atau pendahulunya; itikad baik dan keterbukaan (penguasaan tanah dilakukan secara terbuka dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan); tidak ada keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah tersebut dijadikan jaminan utang; serta pernyataan bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan tidak berada dalam kawasan hutan. Surat pernyataan tersebut harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam hubungan vertikal (orang tua/anak) maupun horizontal (saudara). Para saksi wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan pihak yang menguasai bidang tanah tersebut. Selain itu, pemilik tanah juga perlu mengurus surat keterangan tidak sengketa, surat riwayat tanah, dan surat penguasaan tanah sporadik dari kelurahan/desa setempat sebagai dokumen pendukung.
Ketiga, setelah seluruh persyaratan dipenuhi, Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi dokumen, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta pengumuman selama jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang mungkin keberatan. Apabila tidak ada keberatan, Kantor Pertanahan akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemilik tanah perorangan.
Keempat, setelah SHM terbit, barulah proses pelepasan hak dapat dilakukan. Pelepasan hak ini diatur dalam Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, yang mensyaratkan penyerahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan. Pelepasan hak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak oleh pemegang hak, yang diketahui oleh pejabat berwenang (notaris, camat, atau Kepala Kantor Pertanahan).[footnoteRef:17] Berdasarkan pernyataan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mencatat pelepasan hak dalam sertipikat, buku tanah, dan daftar umum lainnya, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara. Selanjutnya, perusahaan swasta dapat mengajukan permohonan hak baru (misalnya Hak Guna Bangunan) atas tanah tersebut. [17:  Pasal 183 Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah] 

Dengan demikian, seluruh rangkaian prosedur di atas menunjukkan bahwa pasca PP 18/2021, pemilik tanah dengan bukti lama tidak dapat langsung melakukan pelepasan hak untuk kepentingan perusahaan swasta. Mereka wajib melalui proses konversi yang panjang dan administratif, mulai dari pengumpulan dokumen, pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik dengan saksi, verifikasi lapangan, hingga penerbitan SHM. Proses ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, namun memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang hanya mengandalkan bukti lama. Rangkaian prosedur di atas menimbulkan Implikasi yang berkenaan dengan peraturan baru tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 
Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Perbedaan kebijakan antara sebelum dan sesudah PP 18/2021 membawa implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum itu sendiri. Sebelum PP 18/2021, sistem memberikan kepastian hukum yang rendah karena bukti kepemilikan lama seperti girik, letter C, dan petok D masih diakui sebagai alas hak yang sah untuk melakukan pelepasan hak. Hal ini menyebabkan sering terjadinya sengketa di kemudian hari karena sistem pembuktian yang lemah, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Rolan Ketidakpastian hukum dalam praktik pembuatan Akta Pelepasan Hak pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan teknis administrasi pertanahan. Persoalan tersebut harus dianalisis sebagai persoalan normatif yang lahir dari perubahan konstruksi hukum terhadap kedudukan bukti kepemilikan lama, seperti girik, letter C, petok D, pipil, maupun bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, Akta Pelepasan Hak masih dapat dibuat berdasarkan bukti kepemilikan lama tanpa keharusan sertipikat. Namun, setelah PP Nomor 18 Tahun 2021, khususnya melalui perubahan orientasi pembuktian dalam Pasal 96, bukti kepemilikan lama tidak lagi dapat diposisikan sebagai alat bukti kepemilikan yang berdiri sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi bahwa pelepasan hak untuk kepentingan perusahaan swasta baru dapat dilakukan secara aman setelah pemilik tanah memperoleh sertipikat melalui mekanisme pengakuan hak atau pendaftaran tanah pertama kali. Dalam naskah, perubahan ini juga telah disebut sebagai titik penting karena Akta Pelepasan Hak sebelum PP 18/2021 dapat dibuat langsung berdasarkan bukti lama, sedangkan setelah PP 18/2021 harus didahului dengan sertipikasi tanah.
ketidakpastian hukum tersebut dapat ditelusuri melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal antarperaturan pertanahan. Sinkronisasi vertikal diperlukan untuk melihat hubungan antara UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional, PP Nomor 18 Tahun 2021 sebagai pengaturan baru mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, serta peraturan menteri di bawahnya sebagai aturan teknis pelaksana. Sementara itu, sinkronisasi horizontal diperlukan untuk menilai keterpaduan antara rezim pendaftaran tanah, rezim pengakuan hak atas tanah lama, rezim pelepasan hak, dan rezim permohonan hak baru oleh perusahaan swasta. 
ketidakpastian hukum adalah adanya kekosongan aturan teknis yang benar-benar operasional mengenai tahapan transisi dari bukti kepemilikan lama menuju sertipikat sebelum dilakukan pelepasan hak. PP Nomor 18 Tahun 2021 telah memberikan arah kebijakan bahwa sistem pertanahan harus semakin berbasis pada pendaftaran dan sertipikat, namun dalam praktik belum selalu terdapat standar prosedur yang seragam mengenai apakah proses pengakuan hak, penerbitan sertipikat, pelepasan hak, dan permohonan hak baru oleh perusahaan swasta dapat dipahami sebagai satu rangkaian administrasi yang berurutan atau harus dilakukan secara terpisah. Kekosongan teknis ini memberikan ruang diskresi yang cukup besar bagi Kantor Pertanahan, sehingga masing-masing kantor dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam memproses tanah yang masih didasarkan pada bukti lama.
Terdapat multitafsir terhadap kedudukan bukti kepemilikan lama selama masa transisi. Di satu sisi, bukti lama seperti girik, letter C, petok D, pipil, atau bukti pembayaran pajak masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Namun di sisi lain, bukti tersebut tidak lagi cukup untuk menjadi dasar utama pembuatan Akta Pelepasan Hak yang menuntut kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, riwayat penguasaan, dan status yuridis tanah. Perbedaan tafsir inilah yang menyebabkan sebagian Kantor Pertanahan lebih berhati-hati dan menolak memproses pelepasan hak sebelum sertipikat terbit, sedangkan di tempat lain dapat muncul praktik yang lebih fleksibel. Akibatnya, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh cara masing-masing pejabat administrasi menafsirkan norma tersebut.
Lemahnya harmonisasi regulasi teknis di lingkungan pertanahan. PP Nomor 18 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengubah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga membawa konsekuensi terhadap cara memperlakukan bukti hak lama dalam sistem pendaftaran tanah. Di sisi lain, Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 berhubungan dengan perubahan ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah, sedangkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Ketiga rezim tersebut seharusnya dibaca sebagai satu alur hukum yang sistematis: bukti lama digunakan sebagai petunjuk, kemudian dilakukan pendaftaran tanah pertama kali atau pengakuan hak, setelah itu diterbitkan sertipikat, lalu pemilik tanah dapat melepaskan haknya, dan terakhir perusahaan swasta mengajukan permohonan hak baru seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Apabila alur ini tidak dipahami secara seragam, maka praktik antar-Kantor Pertanahan akan berbeda-beda dan menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan swasta, pemilik tanah, maupun notaris.
Disharmoni operasional antara norma umum dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 dengan penerapan teknis di bawahnya. Disharmoni ini tidak selalu berarti adanya pertentangan langsung antara peraturan pemerintah dan peraturan menteri, melainkan lebih tepat dipahami sebagai ketidaksinkronan dalam pelaksanaan. PP Nomor 18 Tahun 2021 meletakkan prinsip umum bahwa tertib administrasi pertanahan harus diperkuat melalui pendaftaran dan sertipikasi, sedangkan peraturan teknis mengatur tahapan seperti surat pernyataan penguasaan fisik, saksi, verifikasi riwayat tanah, pengukuran, pengumuman, penyerahan sertipikat, pencatatan pelepasan hak, dan permohonan hak baru. Ketika tahapan teknis tersebut tidak diterapkan secara seragam, maka tujuan PP Nomor 18 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum justru belum tercapai secara merata.
Dalam perspektif hukum agraria, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga kepastian mengenai subjek hak, objek hak, jenis hak, batas tanah, riwayat perolehan hak, dan prosedur pendaftarannya. Prinsip ini berhubungan erat dengan asas publisitas dan asas spesialitas dalam pendaftaran tanah. Asas publisitas menuntut agar status hukum tanah dapat diketahui oleh pihak ketiga melalui sistem pendaftaran tanah, sedangkan asas spesialitas menuntut agar letak, batas, luas, dan identitas pemegang hak atas tanah ditentukan secara jelas. Tanah yang hanya didasarkan pada girik, letter C, petok D, atau bukti pembayaran pajak belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut karena belum seluruh data fisik dan data yuridisnya diverifikasi serta dicatat dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Oleh karena itu, apabila tanah seperti ini langsung dijadikan objek Akta Pelepasan Hak untuk kepentingan perusahaan swasta, maka akta tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena objek yang dilepaskan belum memiliki status yuridis yang kuat.
Persoalan ini juga dapat dianalisis melalui asas nemo plus juris, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak melebihi kualitas hak yang dimilikinya. Apabila pihak yang melepaskan hak hanya memiliki bukti lama yang belum dikonversi menjadi sertipikat, maka kualitas hak yang dilepaskan masih mengandung kelemahan pembuktian. Dalam konteks perusahaan swasta, kelemahan ini menjadi sangat penting karena perusahaan swasta tidak dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah, melainkan harus memperoleh hak baru seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai sesuai rezim UUPA. UUPA sendiri merupakan dasar hukum agraria nasional yang mengatur pokok-pokok penguasaan dan hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, Akta Pelepasan Hak tidak boleh hanya dipandang sebagai perjanjian keperdataan antara pemilik tanah dan perusahaan swasta, tetapi juga sebagai instrumen yang harus dapat menghasilkan akibat hukum administratif berupa hapusnya hak lama dan terbukanya kemungkinan pemberian hak baru kepada perusahaan.
Secara legal reasoning  bahwa setiap pelepasan hak atas tanah harus didasarkan pada kepastian mengenai subjek, objek, dan status hak atas tanah. Premis minornya adalah bahwa tanah yang masih didasarkan pada bukti lama belum memberikan kepastian hukum yang sempurna karena belum tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah. Konklusinya, Akta Pelepasan Hak atas tanah yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dibuat sebelum proses pengakuan hak dan penerbitan sertipikat selesai dilakukan. Dengan demikian, permasalahan hukumnya bukan semata-mata terletak pada lambatnya prosedur atau mahalnya biaya sertipikasi, melainkan pada kemungkinan tidak dapat ditindaklanjutinya Akta Pelepasan Hak dalam sistem administrasi pertanahan.
Dengan konstruksi demikian, kritik terhadap praktik pertanahan menjadi lebih kuat secara normanya. Perbedaan implementasi di lapangan bukan hanya menunjukkan adanya variasi pelayanan administrasi, tetapi memperlihatkan adanya persoalan normatif dalam hubungan antara norma, tafsir, dan pelaksanaan. Apabila Kantor Pertanahan yang satu mensyaratkan sertipikat terlebih dahulu, sedangkan kantor lain masih menerima bukti lama sebagai dasar awal pelepasan hak, maka kepastian hukum menjadi bergantung pada lokasi tanah dan kebijakan internal kantor setempat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah yang seharusnya memberikan kepastian hukum yang seragam, dapat diprediksi, dan berlaku sama bagi setiap subjek hukum. sumber utama ketidakpastian hukum dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak pasca PP Nomor 18 Tahun 2021 bukan semata-mata keberadaan tanah belum bersertipikat, melainkan belum seragamnya konstruksi hukum mengenai hubungan antara bukti kepemilikan lama, pengakuan hak, penerbitan sertipikat, pelepasan hak, dan permohonan hak baru oleh perusahaan swasta. Ketidakpastian tersebut muncul karena adanya kekosongan aturan teknis, multitafsir norma, lemahnya harmonisasi regulasi pertanahan, dan disharmoni operasional dalam penerapan aturan di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, kepastian hukum baru dapat tercapai apabila seluruh tahapan tersebut dipahami sebagai satu rangkaian hukum yang berurutan dan wajib dipenuhi sebelum perusahaan swasta mengajukan hak baru atas tanah yang telah dilepaskan.

 Implikasi Terhadap Perusahaan Swasta 
Perubahan kebijakan yang fundamental antara sebelum dan sesudah PP 18/2021 membawa implikasi praktis yang signifikan bagi perusahaan swasta. Sebelum PP 18/2021, perusahaan swasta dapat memperoleh tanah dengan relatif cepat dan murah. APH dapat dibuat langsung berdasarkan bukti kepemilikan lama tanpa perlu menunggu proses konversi. Waktu yang dibutuhkan dari negosiasi hingga APH siap biasanya hanya 1-2 minggu, dan biaya relatif rendah hanya meliputi honor notaris atau biaya administrasi camat. Namun, risiko hukum sangat tinggi: tanah yang dibeli dapat disengketakan oleh ahli waris, pihak ketiga, atau bahkan dinyatakan sebagai tanah negara. Penelitian Rolan Napitupulu dan Agus Sarono[footnoteRef:18] menekankan bahwa perusahaan swasta wajib memberikan perhatian khusus apabila tanah yang akan dibeli belum memiliki sertifikat, karena hal ini berkaitan langsung dengan keabsahan APH dan risiko hukum di kemudian hari. [18:   Napitupulu, Rolan, and Agus Sarono. Op.Cit] 

Kebijakan sesudah PP 18/2021, perusahaan swasta menghadapi tantangan yang berbeda. Proses menjadi lebih panjang dan mahal karena wajib melalui konversi hak terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan bisa mencapai 3-6 bulan atau lebih, tergantung efisiensi Kantor Pertanahan setempat. Perusahaan harus menganggarkan biaya tambahan yang signifikan, tidak hanya untuk APH tetapi juga untuk biaya konversi hak (pengukuran, pendaftaran, saksi, biaya perolehan tanah untuk pemilik asli). Penelitian Mita Yasmina Harahap, Muhammad Yamin Lubis, dan Rosnidar Sembiring[footnoteRef:19] mengungkap bahwa Kantor Pertanahan masih menghadapi kendala rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan manfaat sertifikat tanah, sehingga diperlukan keselarasan antara ketentuan undang-undang dengan praktik lapangan agar tanah milik adat tetap diakui statusnya dan dapat didaftarkan melalui mekanisme konversi hak. Rendahnya pemahaman masyarakat ini berimplikasi pada potensi penundaan yang lebih lama karena perusahaan harus berkoordinasi dengan pemilik tanah yang mungkin belum memahami prosedur yang harus diikuti. Keuntungannya, setelah SHM terbit dan APH dibuat, perusahaan memperoleh kepastian hukum yang jauh lebih baik ditunjukan dengan penelitian tentang putusan Mahkamah Agung yang mengakui SPH secara hukum karena didukung fakta penguasaan fisik, pembayaran penuh, dan itikad baik menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur yang benar dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perusahaan.[footnoteRef:20] [19:    Harahap, Mita Yasmina, Muhammad Yamin Lubis, dan Rosnidar Sembiring. Op.Cit]  [20:  Azkia Rihadatul Aisy. Op.Cit] 

APH yang dibuat di atas tanah yang belum bersertifikat tidak dapat didaftarkan sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan. Pelepasan hak menjadi tanah negara hanya dapat dilakukan dengan menyerahkan sertipikat Hak Atas Tanah. Tanpa sertifikat, APH tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar penerbitan HGB atas nama perusahaan swasta. Akibatnya, perusahaan swasta tidak memperoleh hak kepemilikan atau hak pakai yang sah secara administratif. selain itu pula Perusahaan swasta tidak dapat melakukan balik nama atau pendaftaran peralihan hak. Secara yuridis formal, tanah tersebut masih tercatat atas nama penjual (pemilik tanah adat). Hal ini menciptakan dualisme kepemilikan. Secara faktual, perusahaan telah membayar dan menguasai tanah, namun secara hukum tanah tersebut bukan miliknya. Jual beli tanah tanpa peralihan sertifikat hak milik menimbulkan risiko hukum berupa lemahnya kepemilikan, hilangnya hak pembeli atas tanah, serta tidak terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum.[footnoteRef:21] [21:   Siregar, R. P., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi atas Sengketa Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 27/PDT.G/2023/PN BJB). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2271 ] 

Perusahaan swasta tidak dapat menggunakan tanah sebagai agunan kredit di lembaga perbankan. Bank pada umumnya hanya menerima sertipikat hak atas tanah (SHM, HGB, atau HGU) sebagai jaminan kredit. Tanah yang hanya dilengkapi APH tanpa sertifikat tidak akan diterima karena ketiadaan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah tersebut. Hal ini tentu menghambat kegiatan usaha dan investasi perusahaan. Perusahaan swasta menghadapi risiko sengketa yang tinggi dengan pihak ketiga yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Tanah belum bersertifikat, riwayat kepemilikannya tidak tercatat secara resmi, sehingga sangat rentan terhadap klaim dari ahli waris, masyarakat adat lain, atau bahkan pemerintah yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah negara.[footnoteRef:22] Jika terjadi pembatalan akta oleh pengadilan karena cacat hukum, perusahaan swasta dapat kehilangan seluruh investasi yang telah ditanamkan di atas tanah tersebut, tanpa jaminan ganti rugi yang memadai.  [22:  Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah] 

Perubahan kebijakan juga berimplikasi pada strategi pengadaan tanah perusahaan. Perusahaan harus lebih selektif dalam memilih lokasi tanah yang akan dibeli dengan memprioritaskan tanah yang sudah bersertifikat. Jika terpaksa membeli tanah dengan bukti lama, perusahaan harus memastikan pemilik tanah segera mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali dan memonitor prosesnya secara ketat. Selain itu, perusahaan harus menganggarkan biaya tambahan dan waktu yang lebih panjang dalam rencana pengadaan tanah. Dengan mengikuti prosedur yang benar, perusahaan dapat memanfaatkan kepastian hukum yang dibawa oleh PP 18/2021 sekaligus meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Implikasi Terhadap Pemilik Tanah
Bagi pemilik tanah adat yang menjual tanahnya tanpa melakukan konversi terlebih dahulu, akibat hukum yang muncul juga signifikan, yaitu ketidakjelasan status hukum tanah yang dialihkan serta potensi lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini disebabkan karena tanah adat yang belum dikonversi pada dasarnya belum terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga peralihan hak yang dilakukan hanya didasarkan pada bukti-bukti penguasaan adat seperti girik, letter C, atau petok D yang secara yuridis bukan merupakan bukti hak yang kuat. Status hukum tanahnya menjadi tidak jelas dan berpotensi dikuasai oleh negara.[footnoteRef:23] Pemilik tanah girik yang belum mendaftarkan tanahnya setelah batas waktu berakhir setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 tetap mendapatkan perlindungan hukum, namun dengan proses yang lebih panjang dan berisiko menimbulkan sengketa dengan pemilik sertifikat yang sah.[footnoteRef:24] Penjual dapat digugat oleh perusahaan swasta atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika APH yang dibuat ternyata batal demi hukum. Perusahaan swasta dapat menuntut ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan, termasuk biaya pembelian tanah, biaya pembangunan, dan kerugian lain yang timbul. Dalam hal terjadi sengketa dengan pihak ketiga, penjual memikul beban pembuktian yang berat karena bukti lamanya tidak lagi diakui. Penjual harus membuktikan kepemilikan melalui alat bukti lain, seperti keterangan saksi, bukti penguasaan fisik, atau dokumen pendukung lainnya, yang tentu lebih sulit dibandingkan jika ia memiliki sertifikat. [23:   Ibid.]  [24:  Aghustin Ma’i, Marlyn, dan B.F Sihombing. 2025. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Girik Yang Belum Mendaftarkan Tanahnya”. Jurnal Hukum Lex Generalis 6 (9). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1980.] 


Implikasi Terhadap Notaris
Perubahan kebijakan juga membawa implikasi mendalam bagi profesi notaris dan PPAT. Sebelum PP 18/2021, notaris memiliki kewenangan yang lebih luas dalam praktik. Berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 3/1997.[footnoteRef:25] Notaris dapat membuat APH berdasarkan bukti kepemilikan lama tanpa keharusan adanya sertifikat. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sesudah PP 18/2021, implikasi terhadap notaris dan PPAT semakin kompleks. Pasal 183 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada notaris, termasuk membuat akta pelepasan hak yang diketahui oleh pejabat yang berwenang (notaris, camat, atau Kepala Kantor Pertanahan). Notaris/PPAT harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi status hukum tanah dan kewenangan pihak yang menghadap sebelum membuat APH. [25:   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah] 

Secara spesifik, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan bahwa setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, tanah yang belum bersertifikat diharuskan melakukan konversi hak terlebih dahulu melalui mekanisme pengakuan hak sebelum dapat dilakukan pelepasan hak untuk kepentingan perusahaan swasta. Artinya, tanah bekas hak adat yang belum didaftarkan tidak dapat langsung menjadi objek APH setelah batas waktu tersebut. Kewajiban penyuluhan ini bukan sekadar etika profesi, melainkan merupakan amanat hukum yang secara eksplisit diatur dalam UUJN. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik juga menghadapi konsekuensi hukum yang serius apabila tetap membuat APH untuk tanah yang belum bersertifikat pasca PP Nomor 18 Tahun 2021. Notaris dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi jika APH yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum dan merugikan para pihak. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.[footnoteRef:26] APH yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan alat bukti sah untuk peralihan hak, melainkan hanya dokumen pendahuluan.[footnoteRef:27] Jika Notaris memaksakan pembuatan APH tanpa sertifikat, ia dapat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian. [26:  Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris]  [27:  Rama Permana (2025) Kewenangan Notaris Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Badan Hukum Bentuk Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.] 

Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN jo. Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, yang meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan penyuluhan hukum dan kewajiban bertindak jujur serta cermat dapat menjadi dasar pengenaan sanksi ini. Lebih lanjut, Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti dengan sengaja membuat akta palsu atau turut serta dalam transaksi yang melanggar hukum. Notaris sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara seharusnya juga tunduk pada asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik. Notaris wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit, namun juga harus cermat dalam memverifikasi dokumen. Pelanggaran terhadap asas kecermatan terjadi jika Notaris tidak melakukan verifikasi yang memadai terhadap status tanah sebelum membuat APH.
Landasan yuridis kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJNP.  Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melekat secara otomatis dalam setiap proses pembuatan akta yang dihadapkan kepadanya. Notaris tidak boleh bersikap pasif, melainkan wajib secara proaktif menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat, serta implikasi dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks jual beli tanah yang belum bersertifikat pasca PP Nomor 18 Tahun 2021, Notaris wajib menjelaskan secara rinci tentang:
1. Batas waktu 2 Februari 2026, di mana setelah tanggal tersebut bukti kepemilikan lama tidak lagi diakui sebagai alat bukti hak yang sah.
2. Kewajiban konversi hak melalui mekanisme pengakuan hak dengan surat pernyataan penguasaan fisik minimal 20 tahun berturut-turut.
3. Ketidakmampuan tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan objek Akta Pelepasan Hak berdasarkan Pasal 183 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mensyaratkan penyerahan sertipikat Hak Atas Tanah.
4. Konsekuensi hukum apabila transaksi tetap dipaksakan tanpa melalui proses konversi terlebih dahulu, termasuk risiko pembatalan akta dan sengketa di kemudian hari.
Dengan kata lain, amanat penyuluhan hukum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah perubahan fundamental yang dibawa oleh PP Nomor 18 Tahun 2021. Notaris tidak dapat lagi hanya berperan sebagai "pencatat" perbuatan hukum, melainkan harus bertransformasi menjadi mitra hukum yang memberikan edukasi dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya dalam transaksi tanah belum bersertifikat dengan kompleksitas yuridis.

Implikasi Terhadap Kantor Pertanahan 
Perbedaan kebijakan pembuatan Akta Pelepasan Hak (APH) sebelum dan sesudah PP 18/2021 berimplikasi pada kinerja dan kepastian hukum yang dihasilkan oleh administrasi pertanahan. Sebelum PP 18/2021, administrasi pertanahan dihadapkan pada ketidakpastian dalam memperlakukan bukti kepemilikan lama. Meskipun PP No. 24 Tahun 1997 mengakui bukti lama sebagai alas hak yang sah, Kantor Pertanahan sebagai lembaga administratif idealnya harus mengikuti aturan tersebut. Secara normatif, secara aturan memproses tanah adat dengan konversi hak. Akan tetapi, aturan akan berubah mekanismenya dengan pemberian hak atas tanah negara  tergantung regulasi yang dijalankan pada Kantor Pertanahan. Implikasinya, terjadi disparitas pelayanan dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan swasta, karena keabsahan APH bergantung pada pendekatan kantor setempat.  Sesudah PP 18/2021, administrasi pertanahan dibebani target konversi seluruh bukti lama menjadi sertifikat dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Beban ini berimplikasi pada perlunya penyesuaian sumber daya, prosedur, dan sistem pendaftaran. Penelitian menunjukkan masih terdapat kendala rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga administrasi pertanahan harus berperan aktif dalam edukasi dan kolaborasi dengan aparat desa.[footnoteRef:28]  [28:    Enggal Suko Pangastiti Dan Wahyu Adi Mudiparwanto,” Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Studi Kasus Di Kabupaten Bantul” Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.134] 

Tanpa upaya tersebut, proses konversi terhambat dan perusahaan swasta tidak dapat memperoleh APH yang sah, karena APH hanya dapat dibuat setelah sertifikat terbit. 
Perbedaan implementasi kebijakan antar Kantor Pertanahan juga menimbulkan implikasi serius. Mekanisme konversi ke sertipikat memiliki persyaratan lebih rumit. Bagi perusahaan swasta, hal tersebut berarti waktu dan biaya yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, kepastian hukum proses peralihan hak menjadi tergantung pada lokasi tanah dan kebijakan internal kantor pertanahan setempat. Perbedaan kebijakan APH sebelum dan sesudah PP 18/2021 berimplikasi pada peningkatan beban administrasi, ketidakseragaman prosedur antar daerah, serta ketergantungan kepastian hukum peralihan hak bagi perusahaan swasta pada kualitas dan konsistensi kinerja Kantor Pertanahan setempat. Tanpa harmonisasi standar operasional prosedur dan penguatan kapasitas administrasi, kepastian hukum yang dijanjikan oleh PP 18/2021 tidak akan tercapai secara merata
Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu mengimplikasikan bahwa meskipun PP 18/2021 telah mengubah paradigma pelepasan hak menjadi lebih berbasis sertifikat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Ketidaksamaan kebijakan, ketidakteraturan administrasi, dan perbedaan implementasi kebijakan di tingkat Kantor Pertanahan masih menghambat terciptanya kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, standarisasi prosedur di seluruh Kantor Pertanahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi yang lebih masif kepada masyarakat dan para profesional hukum untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif. 

D. Simpulan
pengaturan dan praktik Akta Pelepasan Hak (APH) untuk kepentingan perusahaan swasta mengalami perubahan fundamental setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021. Sebelum PP tersebut, APH dapat dibuat langsung berdasarkan bukti kepemilikan lama seperti girik, letter C, atau petok D tanpa keharusan bersertifikat, sehingga prosesnya relatif cepat dan murah namun sangat rentan terhadap sengketa karena lemahnya kepastian hukum. Pasca PP 18/2021, Pasal 96 mewajibkan konversi seluruh bukti lama menjadi sertifikat paling lambat 2 Februari 2026, dan APH hanya dapat dibuat setelah pemilik tanah memiliki sertifikat melalui mekanisme pengakuan hak dengan surat pernyataan penguasaan fisik minimal 20 tahun serta disaksikan dua orang saksi dari lingkungan setempat.
Implikasi dari perubahan ini terhadap kepastian hukum bersifat signifikan namun belum optimal. Di satu sisi, kepastian hukum meningkat karena prosedur menjadi lebih jelas dan berbasis sertifikat, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perusahaan swasta, pemilik tanah, dan notaris. Di sisi lain, kepastian hukum masih terhambat oleh perbedaan implementasi kebijakan antar Kantor Pertanahan, disparitas pelayanan, serta beban administrasi yang berat dalam proses konversi. Akibatnya, perusahaan swasta menghadapi waktu dan biaya yang lebih panjang, pemilik tanah harus melalui prosedur yang rumit, sementara notaris dituntut lebih cermat dan wajib memberikan penyuluhan hukum yang memadai. Tanpa harmonisasi standar prosedur dan penguatan kapasitas administrasi di seluruh Kantor Pertanahan, kepastian hukum yang dijanjikan oleh PP 18/2021 tidak akan tercapai secara merata.

E. Pernyataan Konflik Kepentingan
Kami, sebagai penulis, menyampaikan secara lugas bahwa sejak tahap penyusunan hingga penerbitan artikel ini, tidak terdapat benturan kepentingan dalam bentuk apa pun. Semua tahapan penelitian mulai dari perancangan, pengumpulan data, analisis, sampai dengan penulisan dijalankan secara mandiri dan objektif. Kami juga menjamin tidak adanya intervensi, tekanan, ataupun pengaruh dari pihak mana saja yang dapat mengganggu integritas, keabsahan, maupun hasil akhir penelitian ini.
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